Perpustakaan Unik

BAaB IV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAGAN

A. PAJAK PENGHASILAN
1. Pendahuluan
Pajak merupaken salah satu sumber penerimaan
negara vang harus berkembang dan meningket sesual
dengan perkembangan kemampuan rakyast dan laju
pembangunan. Ada dua Jenis padak yvang dlkenal serta
berlaku di Indonesla, yaitu Pajak Negara dan Pajak
Daerah,
Pajak Negara adalah pajak yang diterima oleh
negara, yang penerapannysa dipercayakan kepada Wajib
Pajak sendiri, dengan menghitung dan menvetorkan
kewajiban pajaknya ke KXas Negara, Kantor Pos/
Sentral Giro Pos atau Bank  Pemerintah/ Bank
Persepsl. Ada 4 (empat) Pajak Negara, yaitu :
a. Pajak Penghasilan, disingkat PPh, diundang-
kan dengan Undang-undang No. 7, tanggal 31
Desember 1983, vang beberapa ketentuannva
diubah dengan Undang-undang No. 7, tanggal
30 Desember 1991, yang diubah lagi dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tshun 1354.
b. Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan
Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, disingkat
PPN dan PPnBm, diundangkan melalui Undang-

undang No.8 tanggal 31 Desember 1983,
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c¢. Pajesk Buml dan Bangunan, disingkat PEBEB,
diundangkan dengan Undang-undang No. 12
tanggal 27 Desember 1985.
d. Bea Meterai, dilundangkan dengan Undang-

undang No. 13, tanggal 27 Desember 1985.1
Adapun Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh
Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluaran
daerah, misalnya Pajlak Pembangunan I, Pajak Bangsa
Asing, Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Reklame.
Kewajiban pajak vang sBecara langsung dlkenakan
kepada setiap warga negara vang mempunyai
penghasilan, disebut Pajak Penghasllan (PPh).
PPh ini dikenakan terhadap orang pribadi atau
perseorangan dan badan, karena mercka mempercleh
penghasilan berupa uang atau barang dalam Jumleh
tertentu, dan Jumlah ltu memenuhi syarat untuk
dikenakan pajak.
Menurut Undang—undang HNo. 10 Tehun 1994, Pajak
Penghasilan (PPh) dlkenekan terhadap orang pribadi
atau perseorangan dan badan, berkenaan dengan
penghasilan vang diterima atau dipercleh selama
satu tahup pajak.

2. Pembayar Pajak Penghasilan (PPh)

Adapun yvang berkewa)iban membavar PPh, adalah orang

pribadi atau perseorangan, badan dan warisan yang

1. BUKU PANDUAN PAJAK PENGHASILAN, Tim Penyusun Direktorat Jendral
Pajak Dan Yayasan Bina Pembangunsn, hal 16,17
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belun dibagi, vang sudah memilikl obyek pajak.
Dbyek Pajak PPh adalah penghasilan atau setiap
tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh
Subvek Palak, balk vang berasal dari Indonesla
maupun dari luar negeri. Tambahan kemampuan
ekonomis itu dapat dipakai untuk komsumsl atau
menambah kekayzan yang bersangkutan, dengan nama
atau dalam bentuk apapun.
Subyek Pajak  PPh adalah orang pribadi
(perseorangan), warisan yvang belum terbagi. Badan
vang berkewajiban'membayar padak penghasilan itu
dlsebut Wajib Pajak Pajak Penghasilan.
Wajid Pajek dapat digolongkan dalam dua kelompok.
Yang pertama disebut Walib Pajsk Dalam Negeri dan
vang kedua Wajib Pajak Luar Negeri.
a. Wajib Pajek Dalam Negeri
Wajib Pajak Dalam Negeri adalash mereka vyang
bertempat tinggal 41 Indonesia, dan badan

yang dldirikan atau berkedudukan di

Indonesia.

b. Wajib Pajak Luar Negeri
Wajib Pajak Luar Negeri adaleh orang pribadi
atau badan yang tidak bertempat tinggal,
tidak didirikan atau tidak berkedudukan di
Indonesia, tetapli menerima atau memperoleh

prenghasllan di Indonesia.

Perpustakaan Unik
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3. Penghaseilan Yang Dikenakan Pajak (Obyek Pajak)

Yang menjadi obyek Pajak penghasilan
adalah penghasilan vyang diterima atau dlperoleh
Wajib Pajak perseorangan atau badan. Termasuk
dldalamnva adalah :

a. Penghasilan sehubungan dengan pekerjaan.
Misalnya gaji, upah, honorarium, komisi,
bonus, gratifikasl, uang pensiun, dan
atau imbalan lain untuk pekerjaan yang
dilakukan

b. Penghasilan laln, misalnya hadish undian
dan penghargean.

¢. Penghasllan dari usaha atau pekerjsan
bebas. Mlsalnya laba bruto dari usaha,
praktek dokter, notaria, pengaceara,
akuntan, konsulten dan arsitek.

d. Penghasilan yang diperoleh dari modal
misalnya bunga termasuk bunga atas
deposito berjangka, sertifikat deposito,
sertifikat Bank Indonesia dan tabungan.

4. Penghasilan Yang Tidak Dikenakan Pajak

Undang-undang menetapkan ada renghasilan
vang tidak dikenakan pajak, yaitu

a. Harta hibah atau bantuan vang tidak
ada hubungannya dengan usaha atau
pekerdaan daril pihak vang bersangkutan.

b. Warisan vang diterima oleh ahli warisnya.
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Pembayaran dari perusahaan asuransi
karena kecelakaan, sakit atau karena
meninggalnya orang yang menjadi tertang-
gung, dan pembayaran asuransi bea slswa.
Penggantian berkenasan dengan pekerJaan -
atau jasa yvang dinikmatl dalam bentuk
natura dengan ketentuan bahwa vang
memberikan penggantian adalah Pemerintah
atau WaJib Pajak.

Keuntungan karena rengealihan harta
orang prlbadi, harta anggota firma,
rerseroan komandlter atau kongsl kepada
perseroan terbatas didalam negeri sebagai
prenggantl saham.

Dividen atau bagian keuntungan vang
diterima atau diperoleh Perseroan
Terbatas dalam negeri, Koperasi, atau
Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dari
penyertaan modal pada badan usaha yang
didirikan dil I ndonesla sesual dengan
peraturan perundang-undangan vang
berlaku.

Iuran yang diterima atau diperoleh dari
dana rensiun yang disetujui Menteril
Keuangan, balk yvang dibavar ocleh pemberil

kerja mauvpun oleh karvawan.

Perpustakaan Unik
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. Harta vang diterima oleh peETrSerocan,

persekutuan atau badan lainnya sebagal
pengganti saham atau sebagal penggantl
penyertaan modal.

Penghasllan vayasan dari ussaha vang
semata-mata diltujukan untuk kepentingan
umum.

Penghasllan yayaesan daril modal, sepanjang
penghasilan i1tu digunakan untuk kepentin-
gan umum.

Pembagian  keuntungan dari peraeroan
komanditer wyang modalnya tidak terbegi
atas saham—-ssham, firma, kongsi dan
persekutuan kepada anggota mereka kecuali
ditetarkan lain oleh Menterl Keuangan
karena terdapat penyvalahgunaan.
Penghasilan yang diterima atau diperoleh
perusahaan Reksa Dana vang berasal dari
investasi untuk kepentingan pemodal.
Penghaslilan yang diterima atau diperoleh
perusahaan Modal Ventura yang berupa
bagian keuntungan dari badan usaha yang
didirikan di Indonesia sesuai dengan
reraturan perundang-undangan vang berla-
ku, dan keuntungan dari penjualan atau

pengalihan_penyertaan.

Perpustakaan Unik
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5. Penghitungan Dan Pembayaran PPh Dalam Tahun
Berjalan (PPh Pasal 25)
a. Wadib Pajak Baru
Wajib Pajak Baru adalah walib pajak
vang baru terdaftsr, vang pada saat
penghitungan angsuran bulanan {(PPh pasal
25) harus dilekukan, mereka belum pernsah
menyampaikan Surat Pemberitshuan (SPT)
Tahunan. Disamping itu Direktur Jendral
Pajak pun belum pernah mengeluarkan Surat
Ketetapan Pajak (SKP) kepada wajib pajak
tersebut.
Penghitungan angsuran PPh Pasal 25 sgetiap
bulan bagl wajib psajak baru dilskukan
dengan cara menghitung peredaran atau
penerimaan bruto sebulan. Kemudian
dihitung penghasilan netto sebulan, yaltu
peredaran atau penerimaan bruto sebulan
dikalikan dengan prosentase norma
penghitungan. Selanjutnya dihitung
setahun dan dikalikan dengan tarif 15 %,
hasilnya baru dibagi 12. Hasil 1inilah
vang menjadl setoran PPh bulanan.
b. Wajib Pajak Lama

Besarnya angsuran bulanan adalah 1/12 x
PPh yang terhutang menurut SPT Tahunan

tahun sebelumnya, getelah terlebih dahulu
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dikurangil dengan PPh yang telah dipungut/
dipotong oleh plhek laln (PPh Pasal 21,
Pasal 22, Pasgal 23, Pasal 24) kecuali
apabila rajak vang ditetapkan
terakhir oleh Direktur Jendral Pajak
Jumlahnya lebih besar.
6. Tagihan Dan Xetetapan Pajak
Undang-undang PPh memberlkan kevercaysan- penuhn

kepada Waldik Pajak untuk menghitung, membayar,

dan melapor sendiri PPh vang terhutang.

Bagi WaJib Pajak yang telah dengan patuh dan Jujur

memenuhi kewajiban~kewaliban pajaknya sebagalmana

mestinyva, tldaek akan diterbitkan Surat Ketetapan

Pajesk. Bagi mereka vang tidak melaksanakan

kewsajiban sesual dengan ketentuan Undang—undang

maka Kantor Pelayanan Pajak akan mengeluarkan Surat

Ketetapan Pajak ditambah dengan sanksi
adminigtrasi (bunga, denda administrasi dan
kenaikan).

Oleh karena itu, selain pembavaran angsuran bulanan
PPh Pasal 25, ads kemungkinan dalan tshun berJjalan
Kantor Pelayanan Psajak mengeluarkan Surat Taglhan
Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak (SKP) dan/atau
Surat Ketetsapan Pajsk Tambahan (SKPT).
S8TP dikeluarkan apabila :

a. Waldib paJjak tidak atau kurang atau

terlambat wmembayar angsuran bulanan PPh
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tahun berjalan.

Wajib rajak tidak atau terlambat
menyampaikan SPT Masa atau SPT Tahunen
PPh.

Wajib paldsk dikenskan sanksl administrasi
berupa denda atau bunga.

Pada Thaslil renelitlian SPT terdapat
kekurangan pembayaran PPh sebagal akibat

salah tulis atau salah hitung.

SKP dikeluarkan apabila :

a.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atau
keterangan lain ternyata Jjumlah pajak
vang terhutang kurang atau tidak

dibayar.

. SPT Tahunan PPh tidak disampaikan dalam

Jangka waktu vang telah ditentukan
meskipun telah ditegur secara
tertulis.

. Wajdib pajek +tidak memenuhi kewaldiban

untuk :

(1l). mengadakan pembukuan atau pencata-
tan.

(2). memperlihatkan dan memindamkan
pembukuan dan/ atau pencatatan.

(3). membsrikan kesempatan untuk
memasuki tempat atau ruangan vang

dlpandang perlu pada saat

Perpustakaan Unik
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dilekukan pemeriksanaan.

(4). memberikan keterangan vang diperlu-
kan, sehingga tidak dapat diketahui
besarnya pajak vyang terhutang.

Surat Ketetapan Pajak Tambahan (SKPT) dikeluarkan
apabilla ditemukan data baru atau data yang semula
belum terungkap vang menyebabkan penambahsn Jumlah
pajak vang terhutang.
SPT, SXP, SKPT merupakan sarana adminlistrasl bagl
Direktur Jendral Pajek untuk melakukan pensaglhan
rajak. Apabila taglhan pajak tersebut tidak dibayar
pada tanggal Jatuh tempo yang telah ditetapkan,
maka akan dilakuvkan penagihan dengan Surat Paksa.
B. PPh Yang Dipungut Atau Dipotong Cleh Pihak Lain Dan
Pajak Yang Dibayar/Terhutang Di Luar Negeri
Pembayaran padak penghasilan dapat dilakukan Jjuga
melalul pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak
lain dan wmenvetorkan pajdsk yvang telah dipotong ateu
dipungut tadi ke Kas Negara.
UU No. 10/1994 tentang Pajak Penghasilan wmengatur hal
tersebut melalui Pasal 21, 22, 23, dan 24. Pembayaran
PPh mwmelalul pasal 21, 22, 23, 24 dapat dikreditkan atau
dipverhitungkan kemball dengan Jumlah PPh yang terhutang
oleh Wadib Pajak Dalam Negeri selama satu tahun padak,

sebagaimana halnya dengan PPh yang dilbayar sendiri (PPh
FPaaal 25).

Perpustakaan Unik
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1. PPh Pasal 23
a. Pengertian

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak

penghasilan yang diterima atau diperoleh

wajib pajak dalam negerl dan Bentuk Usaha

Tetap yvang berasal dari modal, penyerahan

jasa, atau penyelenggarsan Kkegiatan tahunan

vang telah dipotong pajak penghasilan Pasal

21, vang dibayarkan atau terhutang oleh badan

pemerintshan atau subyek pajak dalam negerl,

penyelenggara keglatan, Bentuk Usaha  Tetap

atau perwakilan perugahaan lusr negeri

leinnya.

b. Pemungut/ Pemotong Pajak

Pemotong PPh pasal 23 adalah pihak-pihek vang

membayarkan penghasilan, vang terdiri atas :

(1). Badan Pemerintah dengan nama dan dalam
bentuk apapun.

(2). Badan Uessha Millk Negara (BUMN) dengan
nama dan dalam bentuk apapun.

(3). Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan
nama dan dalam bentuk apapun.

(4). WaJib Pajak Badan dalam negeri lainnya
(PT, CV, Fa, Koperasi)

(5)}. Orang pribadi atau perseorangan sebagal
walib pajak dalam negeri yang telah

mendapsat penun)ukan dari Dirjen Pajak.
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c. Subyek Yang Dikenskan Pemungutan/ Pemotongan

Yang dikenakan pemungutan/pemotongan adalah

walib pajak dalam negeri vang menerima

penghasilan.

d. Obyek Pemungut Pajak

(1).
(2).

(3).

(4).

Dividen dari perseroan dalam negeri.
Bunga, termasuk imbslan karena Jaminan
rengembalilian hutang.

Sewa, royalty dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta.
Imbalan vang dibayvarkan untuk Jjasa
teknlk dan jasa manajemen vang dilakuken

di Indonesia.

e. Tarlf dan penghasilan vang dipotong Palak

Penghasilan Pasal 23 ada 2 yaitu :

(1).

(2).

Sebesar 15 % (llma belas persen) dari

Jumlah bruto atas :

(a). deviden;

(b). bunga, termasuk premium, diskonto
dan imbalan asehubungan dengan
Jaminan pengembalian hutang:

(¢c). royalti;

(d). hadiah dan penghargaan lain yang
telah dipotong pajak penghasilan
Pasal 21 ayat (1) huruf e.

Sebesar 15 % (lima belas persen) dari

Jumlah bruto dan bersifat finael atas

Perpustakaan Unik
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bunga simpsnan yang dibavarkan oleh

koperaai.2

(3). Sehesar 15 % (lima belas persen) dari

perkiraan penghasilan neto atas

(a).

2. Keputusan Hentri RI Nomor 605/KMK 04,/1994 tentang Batas Bunga
Simpanan Anggota Koperasi Yang tidek Dipotong Pajak Penghasilan

ngan penggunaan harta.

Sews. dan penghasilan lain
sehubungan dengan penggunaan harta.
Perkiraan penghesilan neto
vang digunakan sebagal daesar
pemotongan padak penghasilan Pasal
23 atas penghasilan berupa sewa
dan penghasilan lain sehubungan

dengan penggunaan harta adalah :

~ Bewa dan penghasglilan laln
sehubungsan dengan penggunaan
harta vang diterima atau

diperoleh waljilb pajak orang
pribadi dalam negeri 80 %

(delapan puluh persen).

- Eewa dan penghasilan lain
Behubungan dengan penggunaan
harts vang diterlima atau

diperoleh wajib pajak badan dalam
negeri atau Ybentuk usaha tetap

40 % (empat puluh persen).

Perpustakaan Unik
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Dari Jumlah bruto, tidak termasuk
Pajak Pertambahan Nllal Barang dan
Jasa dan Pajak Penjualan Atas
Barang Mewah.

(b). Imbalan, eehubungan dengan Jasa
tehnik, manajemen, konstruksi, dan
sebagainyva.

2. Kekuatan Hukum Pasal 23

Dengan berlakunya Keputusan Mentrl Keuangan
Republik Indonesia Nomor 605/KMK.04/1994 tentang
Batas Bunga Simpanan Anggota Koperasi Yang Tidak
Dipotonz Pajak Penghasilan maka atas bunga simpanan
vang dilbayarkan koperasi dikenakan bunga sebesar
15% (lima belas peraen) dari Jumlah bruto dan
bersifat final. Dengan adanya kata final inl
menghapus anggapan orang tentang hketidakpastian
hukum Pasal 23 dilbandingkan Pasal 26. Apabila di
dalam Pasal 26 telah dikatakan berlaku final, maka

di dalam Pasal 23 Juga telah disebutkan berlaku

secara final.
3. PPh Pasal 26
a. Pengertian
Pajak penghasilan (PPh) pasal 26 mengatur
tentang pemotongan pajak atas penghasilan
vang dJdibayarkan atau terhutang dengan nama
dan dalam bentuk apapun oleh badan pemerin-

tah, badan usaha mlilik negara dan daerah atsu

Perpustakaan Unik
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walib palak dalam negeri lainnya kepada wajib

pajak luar negeri.

. Obyek PPh Pasal 26

Penghasilan yang dlpotong PPh pasal 26 adalah
imbalan dengan = nama dan dalam bentuk
apapun yang diterima atau diperoleh walib
rajak luar negerl sehubungan dengen pekerjaan
atau Jasa vang dilaekukan di Indonesla.

Macam penghasilan vang menjadi obyek PPh
pasal 28 adalah :

(1) Dividen deri persercan dalam negeri.

(2) Bunga termasuk imbalan karena Jaminan
pengembalian hutang.

(3) Sewa, royvalty, dan penghasilan lain karena
penggunaan harta.

(4) Imbalan yang dibayarkan untuk Jjasa teknik,
Jasa manajemen dan Jasa lainnya yang
dilakukan di Indonesia.

{(5) Keuntungan sesudah dikurangi palJak dari
suatu Bentuk Ussha Tetap di Indonesia.
Pihak Yang DiwaJibkan Memotong PPh Pasal 26
Pihak vang diwajlbkan memotong PPh Pasal 26

adalah :

(1) Badan Pemerintah dengan nama dan dalam
bentuk apepun.

(2) Badan wusaha milik negara dan daerah

dengan nama dan dalam bentuk apapun.

Perpustakaan Unik
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(3) Wajib pajak dalam negerli lalnnysa, yaitu
waljib pajak badan dan wajib pajak
perorangan.

d. Tarif PPh Pasal 26

Tarif PPh Pasal 26 yang dikenskan atas peng-

hasilan yang menjadi obyek PPh Pasal 28

adalah 20 % (dua puluh persen) dari Jumlah

bruto dan berasifat final.

C. Surat Pemberitahuan (SPT)

1

Pengertian SPT

Surat Pemberitahuan (SPT) adalah surat vang
oleh waJib paJak digunakan untuk melaporkan
rerhitungan dan pembaysran pajak vang terhutang
menurut ketentuan persturan perundang-undangan

perpajakan.

. Fungai SPT adalah :

Fungsi SPT Tahunan Pajak Penghasilan adalah
sarana wadib pajak wuntuk menetapkan sendiri
begarnya pajak yvang terutang dengan jalan :

a. melaporkan dan mempertanggungjawablkan
penghitungan Jumlah pajak yang sebenarnya
terutang.

k. melaporkan pembayaran paJjak vang telah
dllaksanaken sendiri dalam suatu Tahun
Pajak,/ Bagian Tahun Pajak.

c. melaporkan pemotongen/pemungutan pajak yang

dilakukan oleh pihak lain delam swvatu Tahun

Perpustakaan Unik
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Pajak.
Apabila wallb pajek telah menghltung, memperhi-
tungkan, membayar den melaporkan pajaknya dengan
benar gesual peraturan rerundang-undangan
perpajekan yang berlaku, maka kepada wajlb pajak
tidak dikelusrkan lagl Surat Ketetapan Pajak
(SKP).
3. Jenis SPT
a. SPT Masa PPh
adalah surat yang digunsakan oleh wajib pajsk
untuk memberilitahukan pajsk yang terhutang
dalam suatu masa padak atau pada suatu
saat dan sekalligus Juga untuk melaporkan
pembayaran maesa yang dilakukan oleh wajlb
rajak.
SPT Masa PPh meliputi jenis pembayeran pajak:
(1) PPh Pasal 21.
(2) PPh Pasal 22
(3) PPh Pasal 23
(4) PPh Pasal 25
{(5) PPh Paeal 26
b. SPT Tahunan PPh
adalah surat vang dipergunskan walJib palak
untuk menghitung dan menetapkan sendiri
besarnys pajak penghasllan vyang terhutang
dalam guatu tahun pajak.

SPT Tahunan antara lain memuat Jumleh

Perpustakaan Unik
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peredaran usaha,/ penghasilan brute, Jumlah
vrenghasilan netto, Jumlah penghasilan kena
pajak, Jumlah vajak vang terhutang, Jumlah
pajak yang telah dibayar dalam tahun berjalan
| (kredit pajak) dan jumlah kekurangan atau
kelebihan pajak.
Jenig SPT Tahunan PPh :
(1) SPT Tsahunan PPh Wajlb Palak Perorangan.
(2) SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan.
(3) SPT Tahunan PPh Pasal 21.
4, Batas waktu, Tempat dan Cara penyampalian SPT
Tahunan PPh Wajib Pajak Perorangan.
8. Batas waktu penyampalan
SPT Tehunan vang telah diisi dengan benar,
lengkap, Jelas, dan ditandatangani, harus
disampaikan selambat-lambatnya tanggal 31
Maret 1985.
Bagl wajJib prajak vyang tehun bukunyva tidak
sama dengan tehun takwim, SPT Tahunan harus
disampailkan aselambat-lambatnya tlga bulan
setelah akhir tahun buku.
b. Tempat penyampaian
SPT Tahunan harus disampsaikan ke Kantor
Pelayanan Pajsk dimena walib pajak terdaftar
atau Kantor Penyuluhan pajak yang wilayéh
kerjanyva meliputi tempat tinggal wajib palak

rergeorangan.
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Cara penyampalan

Penyampaian SPT Tahunan dapat dilakukan

dengan cara

(1). disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan
Pajak/ Kantor Penyuluhan Pajak tersebut
prada huruf b dan &atas penyampalan SPT
itu wajlb pajak menerima tanda bukti
renerimaan;

(2). disampaikan melalul Kantor Pos secara
tercatat dan  tanda bukti  tanggal
penerimaan dianggap sebagal tanda buktil

dan tanggel penerimaan.

5. Sanksi-sanksi

a.

Denda Administrasil

Apabila SPT Tehunan tidak disampaikan pada
waktunya dikenakan sanksi Rp. 10.000,-
{sepuluh ribu ruplah). (Pasal 7 Undang-Undang
No. 6 Tahun 1983)

Pembayaran denda tersebut dapat dilakukan
dengan Surat Setoran Pajak tersendiri/terpi-
sah darl Surat Setoran PaJak untuk pembayaran
kekurangan pokeok pajek yvang berkenasan dengan
waktu yang bersamaan.

Bunga

Apabila pajak yang terutang menurut SPT
Tahunan leblh besar dari pajdak vang terutang

menurut penghitungan sementara pada waktu
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perpranjangan penyampailan SPT Tahunan, maka
atas selisih (kekurangan pajak yang harus
dibayar) dikenakan sanksl berupa bunga
sebesar 2 ¥ (dua persen) sebulan.

Sanksl tersebut dikensekan juga s&antara lain
terhadap keterlambatan dan/ atau kekurangen
pembayvaran pajak termesuk karena pembetulan
SPT Tahunan oleh wajib pajak sendiri.
Pembayaran sanksl bunga tersebut dapat
dilakukan dengan Surat Setoran Pajak
tersendiri dari Surat Setoran Pajak untuk
pembayaran kekurangan pokok pajeak vang
berkenaan dengan waktu yang bersamaan.
Kenaikan

Apablla SPT Taehunan tidak dimasukkan dalam
Jangka waktu yang ditentukan dalam Surat
Tegoran, meka dikeluarkan SKP dengan sBanksi
berupa kenaikan sebesar 50 %  (lima puluh

persen) dari Jumlah pajak yvang kurang/tidak
dibayar.

Sanksi Pidana

(1). Apsbila karena kealpaan SPT Tahunan
tidak disampaikan atau disampalkan
tetapi isinya tldak benar atau tidsk
lengkap, atau melampirkan keterangan
vang tidak benar sehingga dapat

menimbulkan kerugian pada negara,
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pverpanjangan penyampalan SPT Tahunan, maka
atag sellsih (kekurangan pajak yang harus
dibayar) dikenakan  sanksil berupa bunga
sebesar 2 % (dua persen) sebulan.

Sanksi tersebut dikenakan Jjuga antara lain
terhadap keterlambatan dan/ atau kekurangan
prembayaran pajak termasuk karena pembetulan
SPT Tehunan oleh walJib pajak sendirl.
Pembayaran sankei bunga tersebut dapat
dilakukan dengan  Surat Setoran Pajak
tersendiri dari Surat Setoran Pajak untuk
pembayaran kekurangan rokok pajak vang
berkenaan dengan waktu yang bersamaan.
Kenaikan

Apabila SPT Tehunan tidek dimasukkan dalam
jangka waktu yang ditentukan dalam Surat
Tegoran, maka dikeluarkan SKP dengan sanksi
berupa kenaikan aebesar 50 %  (lima puluh

rergen) darl Jumlah pajak yang kurang/tidak

dibayar.

Sanksi Pidana

(l1l). Apabila karena kealpaan SPT Tahunan
tidak digampaikan atau disampalkan
tetapi isinya tidak benar atau tidak
lengkap, atau melampirkan keterangan
vang tidaek benar sechingga dapat

menimbulkan kerugian pada NELaTra,
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dipidana dengan pidana kurungan eselama-—
lamanya satu tahun dan/ atau
denda setinggi-tingginya sebesar dua
kali Jumlah pajeak yvang terutang.
(2). Apabila dengan sengaja SPT Tahunan
tidak dlsampaikan dan/ atau SPT
Tahunan disampaikan tetapl isinva tidak
benar atau tldak lengkap dan/ atau tidak
menyetorkan pajak yang telah dipotong
atau dipungut sehingga  menimbulkan
kerugian pada negara, dipidana dengan
ridana penjara selama-lamanyva 3 (tiga)
tahun dan/ atau denda setinggi-tingginya
sebesar empat kali jumlah paiak yang
terutang vyang kurang atau vang tidak
dibayar.
Bentuk dan 1si 8PT Tahunan PPh wajib pajak
perseorangan

SPT Tahunan PPh wajlb pajak perseorangan
(Formulir 1770) terdiri dari induk SPT dan
lampiran-lsmpiran vang merupakan satu kesatuan
vang tidak dapat terpisahkan dengan catatan bagl
wajib pajak vang penghasilannya tidak
mempergunakan penghitungan tarif efektif rata-
rata, tldak perlu melampirkan formulir lampiran

1770-TII.

Induk SPT dan lampiran-lampirannva itu
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No.] Nomor Formullr

Mama Formulir

Keterangan

1. 1770-1

2. 1770-11

3. 1770-111

4. 1770-IV

5. 1770-V

6. 1770

Penghitungan Peng-
hasllan dari Usaha
Pekerjaan Bebas
dan Pekerljaan.

Penghasllan dari
Luar Usaha dan
Daftar Susunan Ke-
luargsa.

Penghitungan Tarif
Efektif Rata-rata
Apablla Ada Peng-
hagilan yang Ber-
kenaan dengen Masa
Lebih dari Dua Be-
las Bulan yvang Di-
terima Sekaligus.

Daftar Pemotongan/
Pemungutan PPh O-

leh Pihek Lain dan
PPh vang Ditsng -

gung Pemerintah.

Penghasilan Netto
dan Pajak atas
Penghasilan yvang
Dibayar/Terutang
dl Luar Negeri.

SPT Tahunan PPh
Wajib Pajak Perse-
orangan.

Lampivran 1

Lampiran II1

Lampiran III

Lampiran IV

Lampiran V

Induk SPT

D. Pengaruh Positip Dan Negatip Pajak

Pasal 23 UU No. 10 Tahun 1984

Penghasilan

Pajak Penghasilan Pasal 23 mempunyail pengaruh baik’

segl positip maupun negatip yalitu antara lain :
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1. Pengaruh dari segl positip
Bahwa didalam transaksli sewa menyewa dengan
adanya Pajak Penghasilan Pasal 23 menJadi
leblh mudah dipantau.

2. Pengaruh dari segi negatip
Bahwa didalam pelakeanaannya {(kenyataan di
lapangannya), Pajak Penghasilan Pasal 23 ini
sangat sulit untuk dllakeanakan.

E. Pengaruh Pengenaan Pajlak Penghasilan Pasal 23 UU
No. 10 Tahun 1994 Terhadap Penghitungan Surat
Pemberitahuan Tahunan (SPT) Orang Pribadi Sebelum.

Terhadap pajak penghasilan Pasal 23 yang dlsebuthkan
final, maka didalam SPT ~ wajib dicantumkan dan

dipotongkan rengenaan vajJaknya. Tetapl bila tidak

digebutkan final maka tidak perlu dicantumksen dan tidek

perlu dipotongkan dalam SPT Tshunan Wajib Pajak Orang
Pribadi.

Ketentuan 1ini berlaku untuk SPT Tahun Pajak 1885,
sedangkan untuk SPT Tahun Pajak 1994 baik disebutkan
final maupun tidak disesebutkan final, pajak pquhasilan
Papal 23 1inl tetap harus dicantumkan dan dipotongkan
dalam SPT Tahunan tersebut. Ketentuan mengenatl SPT
Tahun Pajak 1985 inl Dberdasarkan Keputusan Direktur
Jenderal Pajak Nomor SE-09,/PJ.4/1995, tangga 24
Februari 1985,

Dalam penulisan hukum inl akan penulis lampirkan

Formulir SPT Tahun Pajak 1994, sedangkan untuk Formulir
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SPT Tahun Pajak 1985 belum diterbitkan.

F. Pengaruh Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 23
Sebelum UU No. 10 Tahun 1994 dan Sesudah Berlakunya UU
No. 10 Tahun 1994.

Sebelum adanya UU No. 10 Tahun 1594, banvak orang
beranggapan bahwa bunga sebagaimana yang disebutkan
dalam Pasal 23 adalah bunga atas tabungan dalsm bank,
aehingga banyak orang memilih memaesukkan uangnya
kedalam bank untuk mendapatkan pengenaan pajak dengan
tarlif terendsah yaitu 15 ¥ (lima belas persen). Setelah
UU No. 10 Tahun 1994 berlaku, dengan adenyva Keputusan
Mentri Kewangan RI No. 605/KMK.04,/1994 tentang Batas
Bunga Simpanan Anggota Koperasli Yang Tidak Dipotong
Pajak Penghasilan, disebutkan bshwa bunga yang dimaksud

dalam Pasal 23 adalah bunga simpanan vang dibayarkan

oleh Koperasi.
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